
TAHUN 2020
OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

VISI : CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTRERA DAN IHSAN

MISI : DUA DAN LIMA

IKU :

NO

1 Persentase penurunan jumlah rumah tidak 

layak huni

% Jumlah rumah tidak layak huni yang telah 

diperbaiki/Rencana Rutilahu yang akan 

diperbaiki x 100%

Bidang Perumahan dan Permukiman Laporan Rutilahu

2 PersentaseJumlah Kawasan Kumuh Yang 

Tertata

% Luas kawasan kumuh yang 

tertata/Rencana Kawasan Kumuh yang 

akan ditata x 100%

Bidang Perumahan dan Permukiman Laporan Kawasan Kumuh

% Jumlah Kebutuhan Air Bersih yang 

terlayani (NON PDAM)/Jumlah Rencana 

Kebutuhan Air x 100%

Bidang Perumahan dan Permukiman Laporan PSU

% Jumlah Kebutuhan Air Bersih yang 

terlayani (PDAM)/Jumlah Rencana 

Kebutuhan Air x 100%

Bidang Perumahan dan Permukiman Laporan PSU

1 Persentase sarana dan prasarana bangunan 

negara dalam kondisi baik

% Jumlah sarana dan prasarana pendidikan 

dalam kondisi baik yang terbangun 

(SDN)/Rencana Gedung yang akan 

dibangun x 100%

Bidang Bangunan dan Gedung Laporan Monev

% Jumlah sarana dan prasarana pendidikan 

dalam kondisi baik yang terbangun 

(SMPN)/Rencana Gedung yang akan 

dibangun x 100%

Bidang Bangunan dan Gedung Laporan Monev

% Jumlah Perkantoran yang telah 

terbangun/Rencana Gedung yang akan 

dibangun x 100%

Bidang Bangunan dan Gedung Laporan Monev

% Jumlah Puskesmas yang telah 

terbangun/Rencana Puskesmas yang 

akan dibangun x 100%

Bidang Bangunan dan Gedung Laporan Monev

% Jumlah Gedung Rumah Sakit yang telah 

terbangun/Rencana Gedung yang akan 

dibangun x 100%

Bidang Bangunan dan Gedung Laporan Monev

% Jumlah Gedung Sarana Perdagangan yang 

telah terbangun/Rencana Gedung yang 

akan dibangun x 100%

Bidang Bangunan dan Gedung Laporan Monev

4 % Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang 

Jumlah Tanah yang dibebaskan/Rencana 

Tanah yang akan dibebaskan x 100%

Bidang Pertanahan Laporan Monev

Bekasi,     

KEPALA DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KOTA BEKASI

JUMHANA LUTHFI, S.Sos., M.Si.

NIP. 19651112 199011 1 001

3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa penetapan 

lokasi permukiman kumuh wajib di dahului proses pendataan 

yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran 

masyarakat.

ALASAN FORMULASI PENANGGUNG JAWAB

1

2

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Optimalnya Penataan, Penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah 

Persentase Keberfungsian Lahan Milik Negara

Meningkatnya kualitas lingkungan 

menjadi layak huni Tahun 2018-2023

Meningkatnya Sarana dan Prasarana 

Bangunan Gedung Negara yang 

berkualitas

Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 

dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat 

1 Persentase pemenuhan Kebutuhan Air 

Bersih

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung 

Negara bahwa Bangunan gedung Negara adalah bangunan 

gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi 

kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung 

sekolah, rumah sakit, dan rumah negara dan diadakan dengan 

sumber permbiayaan yang bersal dari dana APBN, dan/atau 

perolehan lainnya yang sah.

SATUAN

PENJELASAN

SUMBER DATA


